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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan yang dilakukan oleh banyak negara berkembang, secara umum 
ditandai oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian domestik dari struktur 
ekonomi yang berbasis pada sektor tradisional, yaitu pertanian yang berpusat di 
desa, menuju ke sektor yang lebih modern, yaitu industri yang berpusat di kota 
(Chenery dan Syrquin, 1989). Perubahan struktur perekonomian ini, umumnya 
terjadi secara lebih cepat di negara-negara yang mempunyai fokus pembangunan 
pada pertumbuhan ekonomi. Pola pembangunan seperti ini masih terus terjadi 
hingga satu dekade terakhir di negara-negara sedang berkembang khusunya di 
kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin (Todaro dan Smith, 2012). 
Pergeseran sektor utama perekonomian dari basis pertanian ke industri yang 
merupakan implikasi dari adanya pembangunan mendorong terjadinya 
industrialisasi sebagai prasyarat dari adanya pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi 
kemudian mendorong perkembangan sektor industri yang berpusat di kota dengan 
pesat (Martinussen, 1997). Sebaliknya, sektor pertanian yang berpusat di desa 
cenderung tidak mengalami perkembangan, baik dari segi produktivitas maupun 
penghasilan yang didapat para pekerjanya. Alasan terjadinya hal ini, menurut 
Lipton (1977), karena sebagian besar negara berkembang, dalam pola 
pembangunannya, lebih memfokuskan diri pada pembangunan sektor industri di 
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daerah perkotaan dibandingkan sektor pertanian di wilayah pedesaan. Sehingga, 
terjadi bias pembangunan ke kota (urban bias), yaitu ketidakseimbangan 
pembangunan yang lebih berpusat di wilayah perkotaan sebagai akibat dari sumber 
daya lebih yang dimiliki wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan yang 
cenderung diliputi kemiskinan dan kekurangan sumber daya (Varshney, 1993).  
Pola pembangunan yang bias ke kota tersebut, kemudian diikuti oleh 
meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat kota karena adanya pelayanan publik 
dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan di desa (Lipton, 1984). 
Selain itu, pertumbuhan sektor industri juga membuka banyak lapangan kerja baru 
yang berpusat di wilayah perkotaan dengan penghasilan yang lebih besar 
dibandingkan dengan penghasilan yang didapat pada sektor pertanian (Todaro dan 
Smith, 2012). Chenery (1988) mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang 
dibutuhkan sektor industri adalah tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih 
berpendidikan sehingga industrialisasi yang dilakukan benar-benar bisa dijadikan 
sumber pertumbuhan. Hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk lebih 
meningkatkan pendidikan dan kapabilitas mereka. Terkait hal itu, O’Sullivan 
(2009) menulis: 
“Peningkatan pendidikan dan kapabilitas individu untuk bekerja akan 
meningkatkan produktivitas yang kemudian memunculkan persaingan 
diantara para pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan 
layak. Sehingga, mereka cenderung beralih ke jenis pekerjaan yang lebih 
produktif1 dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain yang kurang 
produktif2 demi terpenuhinya kebutuhan hidup” (2009: 93). 
                                                          
1 Sektor produktif oleh O’Sullivan diartikan cenderung mengarah ke sektor industri dengan inovasi 
teknologi tinggi. 
2 Sedangkan sektor kurang produktif yang dimaksud lebih mengarah ke sektor pertanian, terlebih 
pertanian tradisional yang belum menggunakan mesin dalam proses kerjanya. 
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Sebaliknya, bias pembangunan ke kota menjadikan sektor pertanian menjadi 
semakin terkikis baik dari segi lahan maupun jumlah pekerja (Lipton, 1984). Fakta 
ini semakin mempertegas pilihan sebagian anggota masyarakat untuk melakukan 
perpindahan dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Urbanisasi menjadi salah 
satu fenomena yang paling kompleks dan menjadi dilema hampir di semua negara 
berkembang di dunia khususnya di wilayah Afrika, Asia dan Amerika Latin 
(Todaro dan Smith, 2012). Data worldbank menyebutkan, bahwa pada tahun 1950 
terdapat sekitar 275 juta jiwa penduduk yang mendiami kota di negara-negara 
berkembang di dunia, dan pada tahun 2010 telah meningkat drastis menjadi 3,4 
miliar jiwa, dengan 75% nya adalah negara-negara dengan pendapatan menengah 
dan rendah (Todaro dan Smith, 2012).  
Fakta tersebut di atas, secara umum terjadi di sebagian besar negara 
berkembang di dunia, tetapi itu tidak berarti terjadi secara keseluruhan di semua 
negara berkembang. Lipton (1984), sebagai pencetus teori urban bias, melakukan 
perluasan dan penyesuaian terhadap studinya dan mengemukakan bahwa strategi 
pembangunan sebagai produk dari kebjiakan pemerintah di negara-negara 
berkembang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti politik 
dan kelembagaan, sehingga terdapat pengecualian pada beberapa negara. 
Sayangnya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan populasi 
penduduk nomor empat terbanyak3 di dunia dan dengan tingkat pendapatan yang 
                                                          
3 Setelah china, India dan Amerika Serikat. Sampai pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yaitu 
252.812.000 (worldbank, 2014). 
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terklasifikasikan menengah rendah (lower middle income)4, termasuk ke dalam 
salah satu negara yang strategi pembangunannya bias ke perkotaan. Akibat yang 
ditimbulkan yaitu kota-kota di Indonesia menjadi tumbuh sangat pesat, termasuk 
dalam hal populasinya. Wilayah perkotaan menjadi tujuan hijrah masyarakat 
pedesaan yang disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, ketersediaan lapangan 
pekerjaan di sektor industri dan jasa, ketersediaan fasilitas publik dan infrastruktur 
memadai, akses terhadap segala hal yang lebih mudah, serta adanya iklim 
pendapatan yang lebih baik (Syafrizal, 2012). Selain itu, faktor pendorong dari 
daerah pedesaan yang masih terbelakang juga menjadi penyebab lain terjadinya 
migrasi penduduk ke wilayah perkotaan. 
Data yang diperoleh dari worlbank menggambarkan jumlah penduduk kota di 
Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari hanya 31% (54.633.190 jiwa) dari 
total keseluruhan populasi masyarakat Indonesia di tahun 1990 menjadi 53% 
(133.998.000 jiwa) pada tahun 2014 (worldbank, 2014). Peningkatan jumlah 
populasi masyarakat di wilayah perkotaan tersebut, bisa diduga, tidak selalu 
dimasuki oleh masyarakat dengan bekal kemampuan yang cukup. Silau dan 
gemerlapnya kota tidak jarang membuat masyarakat berdatangan dengan hanya 
bermodalkan “niat” dan “nekat” tanpa ada kemampuan yang lebih. Menurut Elrich 
(1981), pertumbuhan jumlah populasi yang cepat, pada tataran ini, dapat 
mengantarkan dan mendorong terjadinya pengurasan sumber daya, kekurangan 
tabungan, kerusakan lingkungan dan kehancuran ekologis di suatu wilayah. Muara 
                                                          
4 Data terakhir tahun 2013, GNI Per Capita PPP Indonesia sebesar USD 9,270 (worldbank, 2014). 
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akhirnya, migrasi desa-kota yang tidak terbendung ini menyebabkan 
bermunculannya masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, wilayah kumuh di 
perkotaan, bangunan-bangunan ilegal perkotaan, pengangguran dan kelaparan serta 
keterbelakangan (Todaro dan Smith, 2012, Kuncoro, 2010)   
Masalah-masalah sosial masyarakat perkotaan tersebut, kemudian, 
menimbulkan kecenderungan untuk memaksa masyarakat yang berada dalam 
tekanan permasalahan sosial itu untuk berbuat apa saja, baik tindakan ekonomi 
yang legal ataupun ilegal. Tujuannya semata demi dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Implikasinya, masyarakat terjangkit berbagai macam wabah penyakit 
sosial yang muncul sebagai buah dari keterdesakan hidup (Santoso dan Zulfa, 
2001).  
Salah satu bentuk dari wabah penyakit sosial yang kerap dilakukan oleh 
masyarakat yang berada dalam keadaan terdesak, menurut Merton (1957), adalah 
dilakukannya tindak kejahatan atau kriminalitas. Adanya disparitas antara tujuan 
yang ingin dicapai dan sarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut 
kemudian memberikan tekanan besar kepada mereka untuk memilih jalan pintas 
dengan melakukan kejahatan sebagai bentuk dari pelepasan rasa frustasi (Santoso 
dan Zulfa, 2001).  
Bukan hanya terbatas pada diri mereka yang melakukan saja, yang lebih 
berbahaya dari wabah penyakit sosial berupa tindak kejahatan ini adalah sifatnya 
yang mudah menular. Sejak tahun 1939, Shuterland sudah dengan sangat yakin 
mengeluarkan postulatnya bahwa perilaku tindak kejahatan itu merupakan sesuatu 
yang dipelajari, utamanya, melalui interaksi. Maka, tidak menutup kemungkinan, 
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dalam setiap interaksi yang terjadi antarindividu di berbagai lapisan serta jenjang 
kelompok sosial, bisa jadi ajang penularan wabah penyakit sosial ini. Postulat 
Shuterland (1939) tersebut terbukti dan dijustifikasi oleh fakta empiris yang 
bertebaran di mana-mana, bahwa perilaku tindak kejahatan dengan sangat cepat 
mewabah di wilayah perkotaan yang pola kehidupan masyarakatnya sudah tidak 
lagi proporsional (Reid, 2000). Fakta ini kemudian mendorong para ilmuwan sosial 
dari berbagai subdisiplin keilmuan untuk mempelajari dan mengembangkan teori 
tentang perilaku tindak kejahatan, tidak terkecuali para ilmuwan sosial dalam 
bidang ekonomi. 
Perkembangan tersebut ditandai dengan bermunculannya literatur-literatur 
ekonomi yang membahas mengenai masalah perilaku tindak kejahatan. Pelopor 
dari studi ini adalah Gary S.Becker (1930-2014) melalui karyanya yang sangat 
masyhur berjudul“Crime and Punishment: An Economic Approach” yang terbit 
tahun 1968. Ia menyatakan bahwa perilaku tindak kejahatan, sebenarnya, juga 
tergolong sebagai tindakan ekonomi. Becker menentang anggapan bahwa pelaku 
tindak kejahatan mempunyai motivasi yang sangat berbeda dari kegiatan ekonomi 
pada umumnya. Menurutnya, tindak kejahatan juga merupakan tindakan yang 
memperhatikan aspek biaya-manfaat dalam perencanaan kegiatannya. Maka, 
berdasarkan pada prinsip ini, ia kemudian membangun “model rasionalitas perilaku 
tindak kejahatan” (rational-criminal model) (Becker, 1968). 
Rasionalitas dalam tindak kejahatan menyiratkan bahwa seseorang akan 
menjadi pelaku tindak kejahatan apabila penghasilan yang didapat dari tindakan 
tersebut lebih besar dibanding penghasilan yang didapat ketika mereka bekerja 
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secara legal. Juga, pada perhitungan terhadap kemungkinan tertangkap dan besaran 
hukuman yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, ia mengemukakan lagi dalam 
tulisannya: 
“Some persons become “criminals”, therefore, not because their 
basic motivation differs from that of other persons, but because their 
benefits and costs differ” (Becker, 1968: 9). 
 
Studi selanjutnya, yang merupakan pengembangan dari tulisan Becker, 
dilakukan oleh Chawwa et al. (2012). Kesimpulan dari studi ini adalah pada 
penekanan bahwa tindak kejahatan berdasarkan perspektif ekonomi, dapat dilihat 
sebagai masalah pengalokasian sumber daya. Paradoksnya, terjadi ketika di satu 
sisi pihak pelaku kejahatan ingin memaksimalkan keperluan mereka, namun 
sebaliknya, di sisi lain, pihak korban dan pihak yang berwenang mencoba untuk 
meminimalkan kerugian sosial yang ditimbulkan akibat dari adanya tindak 
kejahatan ini (Chawwa et al., 2012). Studi ini juga menyimpulkan bahwa hukuman 
denda merupakan hukuman yang paling cocok untuk menghukum para pelaku 
kejahatan, karena dapat mengurangi kerugian sosial dan justru memberikan 
keuntungan bagi pemerintah. Kemudian, studi yang dilakukan oleh Chawwa et al. 
(2012)  ini bermuara pada perumusan suatu model analisis yang dapat diterapkan 
untuk menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak kejahatan, 
seperti permasalahan optimalisasi keuntungan, efektifitas kebijakan publik dan 
teori kolusi.   
Studi kriminalitas dalam perspektif makro, yang melihat hubungan indikator-
indikator makro ekonomi terhadap peningkatan jumlah tindak kejahatan juga telah 
banyak dilakukan. Di antaranya, Maddah (2013), yang melakukan analisis 
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mengenai hubungan antara tingkat pengangguran dengan tindak kejahatan 
pencurian di Iran dari tahun 1997-2006 dengan menggunakan analisis kuantitatif 
dengan data panel. Hasilnya, ditemukan bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara tingkat pengangguran dan kejahatan pencurian di Iran selama 
tahun 1997-2006. Studi ini kemudian semakin memperkuat argumen Becker (1968) 
tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi dalam keputusan seseorang untuk 
melakukan kejahatan.  
Selanjutnya, dalam studi yang lain, Burguignon (1999) melakukan tinjauan 
mengenai hubungan antara tindak kejahatan dengan masalah kemiskinan dan 
ketimpangan pendapatan. Hasil studinya menunjukkan bahwa tindak kejahatan 
merupakan kerugian sosial yang timbul sebagai akibat dari tidak beraturannya 
proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Kemiskinan dan 
ketimpangan distribusi pendapatan, berdasarkan fakta empiris dari studi ini, 
menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah kasus tindak kejahatan di suatu 
negara.  
Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah tindak 
kejahatan yang terjadi secara keseluruhan cenderung mengalami fluktuasi. Namun, 
tetap dengan intensitas yang cukup banyak paling tidak selama lima tahun terakhir. 
Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah kasus tindak kejahatan di Indonesia beserta 
interval waktu terjadinya tindak kejahatan dan risiko penduduk terkena tindak 
kejahatan per 100.000 penduduk selama tahun 2009 – 2013. 
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Tabel I.1 Jumlah Keseluruhan Kasus Tindak Kejahatan di Indonesia 
No Tahun 
Jumlah Kasus 
Tindak Kejahatan 
Interval Waktu 
Terjadinya 
Kejahatan 
Risiko Korban 
per 100.000 
Penduduk 
1 2009 344.942 00.01’31” 148 
2 2010 332.490 00.01’35” 142 
3 2011 347.605 00.01’31” 149 
4 2012 341.159 00.01’.32” 134 
5 2013 342.084 00.01.32” 140 
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014. 
 
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total kasus tindak kejahatan di negera ini 
mencapai angka 342.084 kasus pada tahun 2013 dengan tindak kejahatan yang 
paling mendominasi setiap tahunnya adalah tindak kejahatan pencurian. Dominasi 
kasus tindak kejahatan pencurian ini, berdasarkan data statistik kriminal BPS tahun 
2014, mencapai angka persentase 37% dengan jumlah 126.171 kasus (BPS, 2014). 
Terlebih lagi, pada tingkat provinsi, tindak kejahatan pencurian juga terus 
mendominasi kasus-kasus kejahatan yang terjadi sejak tahun 2005-2011. 
Persentasenya berada pada kisaran 7,8% - 74,5% dari total tindak kejahatan yang 
terjadi di masing-masing provinsi. Kecuali itu, tindak kejahatan pencurian juga 
merupakan jenis tindak kejahatan yang proporsi kejadiannya paling besar terjadi di 
wilayah desa/kelurahan di Indonesia. Tahun 2011 cakupannya mencapai 36% dari 
total desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk jenis tindak kejahatan 
yang lain, cakupannya paling luas hanya sebesar 10,1%, yaitu pada kasus tindak 
kejahatan perjudian.  
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Jawa Tengah sebagai sebuah provinsi yang memiliki jumlah penduduk 
terbanyak nomor tiga di Indonesia5 (setelah Jawa Barat dan Jawa Timur) menjadi 
salah satu wilayah dengan potensi tindak kejahatan yang besar. Pada tahun 2007-
2009, daerah ini menempati peringkat ke-lima nasional dengan jumlah kasus tindak 
kejahatan terbanyak. Pada tahun 2009, jumlah tindak kejahatannya mencapai 
19.801 kasus. Tahun 2013, peringkatnya turun dua tingkat menjadi nomor tujuh 
dengan jumlah kasus mencapai 14.859 (BPS, 2014). Melihat dari jenisnya, tindak 
kejahatan pencurian di provinsi ini juga memiliki proporsi yang paling besar di 
antara jenis tindak kejahatan lainnya (BPS, 2014). Data terakhir menunjukkan, 
pada tahun 2013, tindak kejahatan pencurian mendominasi dengan proporsi 43,4%. 
Angka itu setara dengan 6.605 kasus dari total 14.859 kasus tindak kejahatan (BPS, 
2014).  
Selanjutnya, Kota Soepati, seperti kota-kota besar lain di Indonesia, juga 
menjadi magnet bagi masyarakat yang berasal dari berbagai kabupaten di 
sekitarnya. Kemajuan di segala bidang telah, sedang, dan akan selalu menarik 
orang dari segala kalangan dan karakter untuk mengadu nasib di kota itu. Mereka 
dituntut untuk terus bersaing agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang 
semakin kompleks dan beragam. Akhirnya, tidak jarang beberapa dari mereka 
menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang menyimpang melalui tindakan-
tindakan ilegal, seperti melakukan tindak kejahatan pencurian untuk bisa 
                                                          
5 Tercatat sampai pada tahun 2013, provinsi dengan populasi terbanyak adalah Jawa Barat dengan 
jumlah populasi 45,3 juta jiwa, diikuti dengan Jawa Timur dengan 38,4 juta jiwa dan Jawa Tengah 
dengan 33,3 juta jiwa (BPS, 2014). 
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memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Kelompok masyarakat seperti itu, 
kemudian menjadi menarik untuk diteliti, dan menjadi dasar dibangunnya studi ini. 
Gambaran data kasus tindak kejahatan, secara umum, dan tindak kejahatan 
pencurian, secara khusus, di kota ini selama tiga tahun terakhir ditampilkan dalam 
tabel 1.2. 
 
Tabel 1.2 Jumlah Total Kasus Kejahatan dan Kasus Pencurian  
di Kota Soepati Tahun 2012-2014 
No Jenis Pencurian 
Tahun 
2012 2013 2014* 
1 Pencurian Biasa 209 217 156 
2 Pencurian Dengan Pemberatan 215 226 177 
3 Pencurian Kendaraan Bermotor 208 155 161 
4 Pencurian Dengan Kekerasan 19 11 7 
5 Jumlah Kasus Pencurian 651 609 501 
6 Jumlah Kasus Kejahatan 1738 1630 1431 
7 Proporsi Kasus Pencurian (%) 37.5% 37.4% 35% 
Sumber: Kepolisian Resor Kota Soepati, 2014. 
*Data sementara sampai bulan Nopember 
 
Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa sampai pada bulan Nopember tahun 
2014, jumlah kasus kejahatan di kota Soepati mencapai 1431 dengan tindak 
kejahatan pencurian mendominasi, yaitu 35% dengan jumlah 501 kasus. Jumlah 
tersebut mengalami penurunan sedikit dibanding dua tahun sebelumnya, dimana 
masing-masing 1630 kasus tahun 2013 dan 1738 kasus tahun 2012. Jumlah kasus 
pencurian juga mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, dimana terjadi 
609 kasus tahun 2013 dan 651 kasus tahun 2012. Namun demikian, menurut 
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Kepolisian Resor Kota Soepati, pencurian tetap menjadi jenis kejahatan yang 
mendominasi dari tahun ke tahun dengan proporsi lebih dari seperempat (25%) 
jumlah kasus kejahatan keseluruhan. Sedangkan, jenis pencurian yang paling 
banyak terjadi, berdasarkan data, adalah pencurian dengan pemberatan yang 
disusul pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.  
Dalam kacamata mikro, sebagaimana yang disimpulkan oleh Becker (1968) 
bahwa tindak kejahatan tidak lain merupakan suatu bentuk tindakan ekonomi, 
maka, perilaku ini sangat memungkinkan untuk dianalisis dan dijelaskan 
kecenderungannya menggunakan konsep-konsep teori dalam ilmu ekonomi. 
Terutama, yang berkaitan langsung dengannya adalah teori-teori yang 
berhubungan dengan tingkah laku manusia (human behaviour) dan interaksi 
antarindividu (dalam subdisiplin ilmu ekonomi kelembagaan, misalnya). 
Kemudian, studi ini, secara khusus, mengedepankan analisis dari perilaku tindak 
kejahatan dengan menggunakan pendekatan konsep “economics of criminal 
behavior”.  
Kemudian, melihat kecenderungan pada data tentang jumlah kasus tindak 
kejahatan yang dipaparkan di alinea sebelumnya, yang mana jenis tindak kejahatan 
yang paling dominan adalah pencurian, maka peneliti akhirnya memutuskan untuk 
menjadikan tindak kejahatan pencurian sebagai objek penelitian yang secara 
khusus akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, perilaku tindak kejahatan 
pencurian juga dapat diasumsikan sebagai salah satu jenis tindak kejahatan yang 
paling dekat relasi motif dan landasan perilakunya dengan persoalan ekonomi. 
Terlebih, tindak kejahatan pencurian juga merupakan salah satu fenomena yang 
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menginspirasi Becker untuk menulis artikel pertamanya tentang topik “economics 
of crime”. Kecuali karena beberapa alasan di atas, unsur realitas pengalaman 
peneliti yang pernah beberapa kali menjadi korban tindak kejahatan pencurian, 
tidak dapat dipungkiri, juga berperan dalam mendorong peneliti untuk mengangkat 
masalah pencurian sebagai objek penelitian utama dalam penelitian ini. Akhirnya, 
atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk melakukan kajian analisis mengenai 
perilaku tindak kejahatan pencurian. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah pola rasionalisasi perilaku tindak kejahatan pencurian 
dengan pendekatan konsep “economics of criminal behaviour”? 
2. Bagaimanakah konsep teori modal sosial menjelaskan perilaku tindak 
kejahatan pencurian? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pola rasionalisasi perilaku tindak kejahatan 
pencurian jika menggunakan pendekatan konsep “economics of criminal 
behaviour”. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku tindak kejahatan pencurian 
dijelaskan dengan konsep teori modal sosial. 
 
D. Manfaat Penelitian 
  
Manfaat yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini, baik yang 
bersifat teoritis maupun praktis, adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat berguna untuk lebih mengenalkan lagi konsep 
“economics of crime” kepada berbagai kalangan. 
b. Diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman kepada peneliti, 
pembaca, maupun ilmu pengetahuan secara umum, tentang konsep 
“economics of criminal behaviour”. 
c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam penggunaan pendekatan ilmu ekonomi di 
dalam menjelaskan berbagai fenomena kehidupan sehari-hari.  
2. Manfaat Praktis 
a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada 
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Sebelas Maret. 
b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai pihak dalam 
usahanya untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan terhadap 
permasalahan tindak kejahatan pencurian. 
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c. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak yang ingin 
membangun penelitian mengenai “analisis perilaku tindak kejahatan” 
selanjutnya.  
